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                        APBD Kutim 2025 Berpotensi Sisakan Utang 

                          Akibat Sejumlah Kegiatan Belum Dibayar 

        Sumber Gambar:KALTIM POST Rabu, 07/01/2026 

 

SANGATTA – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten 

Kutai Timur (Kutim) tahun 2025 berpotensi menyisakan kewajiban atau utang. Hal ini 

menyusul masih adanya sejumlah kegiatan yang hingga awal 2026 dilaporkan belum 

terbayarkan. Potensi utang tersebut mengemuka dalam Rapat Pengendalian Operasional 

Kegiatan (Radalok) I Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim. Agenda ini sekaligus 

menjadi agenda evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2025 serta persiapan program tahun 

2026. Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten (Setkab) 

Kutim, Noviari Noor, mengungkapkan pada rapat tersebut pemerintah daerah mulai 

menghimpun data kegiatan yang belum diselesaikan pembayarannya. 

 

Menurut Noviari, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta melaporkan 

secara rinci kegiatan yang mengalami keterlambatan pembayaran maupun belum terbayar 

sama sekali pada APBD Kutim 2025. “Kami evaluasi dan catat. Makanya kami minta 

data kegiatan yang belum terbayarkan,” ucapnya, Rabu (7/1). Data tersebut menjadi dasar 

untuk menghitung potensi utang yang akan dibebankan pada anggaran tahun berikutnya. 

Namun, Pemkab Kutim hingga kini belum dapat memastikan besaran potensi utang 

APBD 2025 karena proses pendataan masih berlangsung. 

 

“Kami belum tahu ini. Kami masih himpun, masih disampaikan secara tertulis,” 

ungkapnya. Ia menjelaskan bahwa salah satu faktor utama munculnya potensi utang 

tersebut adalah belum tersalurnya Dana Transfer pusat ke Daerah (TKD) secara optimal. 

Untuk Tahun Anggaran 2025, dana TKD Kutim yang belum tersalur diperkirakan 

mencapai sekitar Rp600 miliar. Kondisi itu dinilai berisiko menambah beban keuangan 

daerah apabila tidak segera diantisipasi. Karena itu, Pemkab Kutim mulai menata ulang 

pola pelaksanaan kegiatan pada tahun 2026 agar tidak kembali menumpuk kewajiban di 
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akhir tahun anggaran. Dalam Radalok I tahun 2026, Noviari menekankan kepada seluruh 

OPD agar bekerja lebih awal dalam menyiapkan perencanaan dan administrasi kegiatan. 

“Kami ingin mengingatkan OPD untuk bekerja lebih awal. Jadi di bulan Februari itu 

mudah-mudahan sudah bisa menjalankan kegiatan,” pungkasnya. (*) 

 

Sumber berita:  

1. KALTIM POST, APBD Kutim 2025 Berpotensi Sisakan Utang Akibat Sejumlah 

Kegiatan Belum Dibayar, 07/01/2026 

 

Catatan: 

1. Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan 

penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. 

 

2. Pasal 320 ayat (2) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang menjelaskan bahwa laporan keuangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:  

a. laporan realisasi anggaran; 

b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;  

c. neraca;  

d. laporan operasional; 

e. laporan arus kas; 

f. laporan perubahan ekuitas; dan  

g. catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan 

keuangan BUMD. 

 

3. Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah 

keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan keuangan 

daerah. 

 

 


